
Pemberhentian atau pemecatan di-

putuskan dalam Sidang Majelis Etik

KIP Jateng diketuai Drs H Eman Su-

laiman MH dan anggota Prof Dr Hj Sri

Suhandjati Sukri serta Gede Narayana

SE MSi, bertempat di Kantor KIP Ja-

teng, Jalan Trilombajuang Semarang.

Eman Sulaiman mengatakan, ber-

dasarkan hasil pemeriksaan terhadap

pihak pelapor (istri SH) yakni H, dan

sejumlah saksi, termasuk saksi ahli,

terlapor (SH),  terbukti secara sah te-

lah melakukan KDRT terhadap istri-

nya, dengan melakukan beberapa kali

pemukulan. 

”Di persidangan Majelis Etik men-

guatkan tindakan KDRT dilakukan

terlapor SH. Ada keterangan saksi, fo-

to, dan hasil visum,” ungkap Eman.

Perbuatan SH, melanggar Pasal 3

ayat 3 Peraturan Komisi Informasi

(Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Kode Etik Anggota Komisi Informasi. 

Serta Pasal 6 ayat a dan c Peraturan

Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Ta-

hun 2016 tentang Kode Etik Anggota

Komisi Informasi. ”Majelis Etik KIP Ja-

teng sepakat bulat menjatuhkan sanksi

berat berupa pemberhentian tetap ke-

pada terlapor SH dari jabatannya seba-

gai anggota KIP Jateng. Rekomendasi

Majelis Etik KIP Jateng ini bersifat fi-

nal dan mengikat,” terang Erman. 

Selain itu, Majelis Etik KIP juga me-

rekemondasikan kepada Ketua KIP

Jateng segera mengusulkan kepada

Gubernur Jateng untuk memberhen-

tikan secara tetap kepada SH. Kemu-

dian hasil rekomendasi Majelis Etik

tersebut diserahkan Ketua KIP Jateng

Drs Sosiawan untuk ditindaklanjuti.

”Kami sampaikan terima kasih ke-

pada Majelis Etik yang telah melaksa-

nakan tugasnya dengan baik dan pro-

fesional. Proses sidang berjalan inde-

penden dan proposional,” kata Drs So-

siawan didampingi Wakil Ketua Zai-

nal Petir dan anggota Ermy Sri Ardhi-

yanti. Rekomendasi dari Majelis Etik,

lanjut Sosiawan langsung ditindaklan-

juti dengan melakukan rapat pleno

untuk ditetapkan sebagai putusan res-

mi KIP Jateng dan segera diajukan ke

Gubernur Jateng untu pengusulan

pemberhentian tetap SH.

Seperti diketahui kasus ini bermula,

dari aktivis Jaringan Peduli Perem-

puan dan Anak (JPPA) Jateng yang

melaporkan dugaan KDRT dilakukan

komisioner KIP SH terhadap istrinya. 

Menurut juru bicara JPPA Jateng,

Nihayatul Mukharomah tindakan

KDRT yang dilakukan komisioner

KIP Jateng,  SH kepada istrinya H,

berlangsung sejak 2010. Puncak KD-

RT terjadi pada Maret 2021, SH me-

nampar pipi kanan istrinya berkali-

kali, memukul kepala dengan botol air

minum ukuran 800 mili liter, hingga

botol tersebut terlempar. 

Wakil Ketua KIP Jateng Zaenal Abi-

din Petir menambahkan, pihaknya te-

lah mencoba memfasilitasi kedua belah

pihak (SH dan istrinya) pada April 2016

lalu karena SH melakukan perseling-

kuhan. Bahkan KIP telah memanggil

selingkuhan SH untuk memberikan

pernyataan untuk tidak menjadi pa-

sangan selingkuh SH. ”Pada tanggal 21

April 2016, difasilitasi oleh Ketua Komi-

si Informasi Provinsi Jawa Tengah, sau-

dara SH bersama pasangan seling-

kuhannya telah menandatangani surat

pernyataan tidak akan mengulangi per-

buatannya lagi,” jelas Zaenal.

Namun kemudian pada 27 Maret

lalu dirinya menerima laporan kem-

bali perihal kasus perselingkuhan

yang dilakukan SH. Bahkan kali ini

pasangan selingkuhnya adalah se-

orang staf di kantor KIP. Pada tanggal

27 Maret 2021, diketahui saudara SH

diduga berselingkuh dengan FN yang

merupakan pegawai dan asisten Ko-

misioner Komisi Informasi Provinsi

Jateng.  (Cha)

GROBOGAN (KR) - Ba-
dan Pembuat Peraturan
Daerah (Bapemperda) DP-
RD Grobogan menyetujui
usulan Raperda Pengelola-
an Keuangan Daerah yang
diajukan Bupati Grobogan.
Raperda itu di luar Program
Pembentukan Peraturan
Daerah Tahun 2021 yang
sudah ditetapkan sebelum-
nya. Rapat dipimpin Ketua
Bapemperda Hj Lusia Indah
Artani SE dihadiri Sekda
Grobogan yang diwakili
Asisten III (Administrasi
Umum) Sekda Ir Mucha-
mad Chanif MT, Kepala Ba-
dan Pendapatan, Pengelo-
laan Keuangan dan Aset
Daerah Wahyu Susetijono
SH MM, Kasubag Bagian
Hukum Setda, dan Sekreta-
ris Inspektorat.

Asisten III mengatakan,
pengusulan raperda dida-

sarkan pada ketentuan Pa-
sal 3 huruf (a) Peraturan
Menteri Dalam Negeri No-
mor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelo-
laan Keuangan Daerah,
yang mengatur bahwa pada
saat Peraturan Menteri Da-
lam Negeri dimaksud mulai
berlaku, maka Perda yang
mengatur mengenai penge-
lolaan keuangan daerah
ditetapkan paling lama pada
tahun 2022.

Asisten III Sekda mengu-
raikan isi Raperda tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah yang diajukan ter-
sebut terdiri dari lima belas
bab dengan materi muatan,
yaitu Bab I berisikan peng-
aturan mengenai Ketentuan
Umum, Bab II berisikan pe-
ngaturan mengenai Penge-
lolaan Keuangan Daerah,
Bab III berisikan pengaturan

mengenai Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Dae-
rah, Bab IV berisikan peng-
aturan mengenai Penyu-
sunan Rancangan Anggar-
an Pendapatan dan Belanja
Daerah, Bab V berisikan pe-
ngaturan mengenai Pene-
tapan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah.

Kemudian Bab VI berisi-
kan pengaturan mengenai
Pelaksanaan dan Penata-
usahaan, Bab VII berisikan
pengaturan mengenai la-
poran realisasi semester
pertama APBD dan Per-
ubahan APBD, Bab VIII ber-
isikan pengaturan menge-
nai akuntansi dan pelapo-
ran keuangan pemerintah
daerah, Bab IX berisikan
pengaturan mengenai pe-
nyusunan rancangan per-
tanggungjawaban pelaksa-
naan APBD. 

Kemudian Bab X berisi-
kan pengaturan mengenai
kekayaan daerah dan utang
daerah, Bab XI berisikan
pengaturan mengenai ba-
dan layanan umum daerah,
Bab XII berisikan pengatur-
an mengenai penyelesaian
kerugian keuangan daerah,
Bab XIII berisikan pengatur-
an mengenai informasi ke-
uangan daerah. Bab XIV
berisikan pengaturan me-
ngenai pembinaan dan pe-

ngawasan, dan Bab XV ber-
isikan pengaturan menge-
nai ketentuan penutup.

Menanggapi isi usulan
Raperda tersebut, anggota
Bapemperda H Sukanto SH
MH menilai, sebelum diba-
has, draf isi Raperda yang
diajukan Eksekutif perlu
dibenahi lebih dulu karena
sebagian isinya amburadul.
Jika langsung dibahas akan
menyusahkan Bapemper-
da. (Tas)

Tempeleng Istri, Anggota KIP Jateng Dipecat

Bapemperda DPRD Grobogan Setujui Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi Informasi Pubrik

(KIP) Jateng, SH  diberhentikan tetap sebagai anggota KIP Ja-

teng, pada Senin (17/5). SH terbukti dengan sah melakukan

tindak kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) terhadap

istrinya, H.

ÓKEDAULATAN  RAKYATÓ 
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KR-M Taslim

Bapemperda  DPRD Grobogan saat membahas Raper-

da Pengelolaan Keuangan Daerah dengan eksekutif.

Swab Antigen Petugas Pengamanan Lebaran
GROBOGAN (KR) - Sebanyak 292 anggota Polres

Grobogan menjalani swab antigen, setelah menjalankan

tugas pengamanan Idul Fitri 1442 H, selama 14 hari. Me-

nurut Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan,

kegiatan swab antigen dilakukan secara bertahap untuk

menghindari kerumunan. ÓKami ingin memastikan kondisi

kesehatan usai melaksanakan  tugas Operasi Ketupat

Candi 2021. Ketika berangkat kondisi mereka sehat, dan

setelah pulang mereka kita pastikan juga sehat tidak ter-

papar virus korona. Untuk itu, semuanya kita minta men-

jalani swab antigen,Ó kata Jury Leonard, Rabu (19/5).

Swab antigen dilakukan sebagai upaya antisipasi pe-

nyebaran Covid-19 di kalangan anggota Polres Grobo-

gan, terutama pada anggota yang bertugas dalam Ope-

rasi Ketupat Candi 2021. (Tas)

Jogo Tonggo Untuk Tangani Paham Radikal
SEKRETARIS Komisi A

DPRD Jateng Irna Setyo-

wati, mengatakan kunci

utama dalam menanggu-

langi gerakan terorisme

adalah peran sinergisitas

antara pemerintah, masya-

rakat dan juga kepolisian.

Keterlibatan tiga kompo-

nen tersebut sangat efektif

untuk meredam gerakan

yang mengarah kepada

tindakan terorisme.

Irna Setyowati mengata-

kan hal ini saat menjadi

nara sumber dalam  Dialog

Parlemen dengan mengangkat tema

ÔTaubat TerorisÕ, pekan lalu. Dialog juga

menghadirkan nara sumber lain seperti

Direktur Direktorat Pembinaan Masyara-

kat (Ditbinmas) Polda Jateng Kombes

Pol Lafri Prasetyono, Syamsul Ma�rif dari

Forum Koordinasi Penanggulangan Te-

roris (FKPT), dan eks napi terorisme (na-

piter) Badawi Rahman. Dialog digelar di

Cafe Cuprit, kompleks Taman Budaya

Raden Saleh (TBRS) Semarang.

Awal keterlibatan paham radikalis ber-

mula dari kegiatan kelompok tertentu

yang sering membahas doktrin-doktrin

keagamaan, sampai pada akhirnya be-

lajar cara perakitan senjata api. Meski

sekarang sudah tobat dan hidup di te-

ngah masyarakat, namun masih saja

mendapatkan stigma negatif. Peran ser-

ta masyarakat memang

kunci utama. Pemprov Ja-

teng juga turut andil dalam

membuat program-pro-

gram bertema wawasan

kebangsaan. Harapannya

program Jogo Tonggo

nantinya juga bisa mem-

berikan dukungan dalam

kegiatan menangani pa-

ham radikal di tengah ma-

syarakat.

Radikalisme yang beru-

jung pada aksi teror adalah

hal yang sangat mengkha-

watirkan bila tidak tertan-

gani sampai lingkup terkecil. Paham

radikalisme saat ini sangat mudah men-

dapat simpatisan karena teknologi infor-

masi hampir bisa diakses oleh semua

kalangan.

Kombes Pol Lafri Prasetyono juga me-

ngakui peran masyarakat dalam pen-

gungkapan kasus teroris sangat penting,

terutama untuk meminimalisasi penye-

baran radikalisme di tengah masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempenga-

ruhi munculnya paham tersebut seperti

ekonomi dan tingkat pendidikan yang

rendah. (*)

(Disampaikan oleh Sekretaris Komisi

A DPRD Jateng Irna Setyowati kepada

wartawan KR Biro Semarang, 

Budiono Isman)

KR-Budiono

Irna Setyowati

Salatiga WTP, DPRD Bentuk Pansus LHP BPK
SALATIGA (KR) - DPRD Salatiga

membentuk panitia khusus (pansus) Tin-

dak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)

tahun 2020 terhadap kegiatan Pemerin-

tah Salatiga, Selasa (18/5).  Dalam reko-

mendasi di BPK ditemukan 12 temuan

yang cukup signifikan nilainya, meski

saat ini Salatiga mendapat kategori wa-

jar tanpa pengecualian (WTP) dalam  pe-

ngelolaan keuangan.

”Kami menggelar rapat paripurna in-

ternal DPRD dan membentuk pansus

tindak lanjut LHP BPK  agar nantinya

bisa ditindaklanjuti temuan tersebut ja-

ngan sampai menjadi investigasi hukum.

Harus diselesaikan 12 temuan BPK ter-

sebut. Meskipun Salatiga WTP,” tandas

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit

kepada KR, Selasa (18/5).

Diungkapkan pansus tersebut bekerja

selama satu bulan mulai hingga Juni

2021 dan akan menyampaikan hasil ker-

ja mereka kepada lembaga DPRD

melalui rapat paripurna kembali. Dari

kajian di LHP BPK menurut Dance, ada

12 temuan dan yang paling banyak ber-

ada di RSUD Salatiga bahkan hampir se-

tiap tahun ada temuan. ìPansus akan be-

kerja ke instansi dan bekerja sama de-

ngan inspektorat untuk menggali data

secara mendalam sehingga mengetahui

apa sebenarnya yang terjadi,î kata Dan-

ce. Pansus Tindak Lanjut LHP BPK DP-

RD Salatiga diketuai M Kemat (Fraksi

PDI Perjuangan) dan Sekretaris M Fa-

thoni (Fraksi) dan beberapa anggota dari

fraksi lainnya. (Sus)

KR-M Taslim

Salah satu anggota Polres Grobogan menjalani tes

swab antigen. 


